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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang terakhir,., Keda-
tangannya membawa rahmat dan merupakan nikmagt @ggi
umat manusia (puslimin), sehingga Allah SWT mewah-
yukan agama ini dalam nilai kesempurnaan yang ter-
tinggi. Kesempurnaan yang meliputi segi-segi fonda-
ment 1 tentang duniawiyah dan ukhrawiyah, guna
menghantarkan manusia kepada kebahagiaan lahir dan
vpatin serta duria axhirat, Oleh sebab itu, agama
Isiam versifat universal serta abadi lagi pula
sesual dengan Iitrah manusia dan cocok dengan tun-
tutan hati nurani manusia seluruhnya sebagai makh-
luk ciptaan-Nya dalam menghadapi dan menerima aga-
ma- vuhan yang nak itu,

sebagai suatu agama, Islam s@;ad.rakan pelw
bagal ventuk ajaran, salah satunya adalah mengenai
nukum,

nusum lslam sebagai pilar dari agama Islam itu
senciri, memegang peranan yang sangat penting bagi
welangsungan kehidupan umat 1slam. Sebab., dalam
perikehidupan sehari-hari hampir tidak dapat dielak

Kan cari yang namanya perselisihan, percekcokan,

/



pervedaan kepentingan.dan berbagai permasalahan
lain yang membutuhkan adanya aturan-aturan ter-
tentu, Namun, tujuan ditelapkan hukum Islam itu
tidak cume untuk menegakkan suatu masyarakat agar
sesual dengan cara tertentu saja, akan tetapi
lebin jauh lagi jangkauannya, yakni segala faktor
faktor yang berkaitan dengan individu, masyarakat
dan kemanusizan pada umumnya selalu diperhatikan,
dijadikan pertimbangan serta dirangkaikan satu
sama lain sehingga kebaikan semua pihak dapat ter-
wujud (Hanafi, 1970;12-13),

Berbicara mengenai hukum Islam sering kali
orang mencampuradukkan antara pengertian syari'ah
dan fikin (Razak, 1989;139), Namun, yang dimaksud
nukum Islam disini yang dalam bahasa fikihnya di-
Kenal dengan syari'ah Islam dalam pengertian sem=-
pit adalah merupzkan seperangkat tata aturan
verilaku umat manusia dalam segala aspeknya baik
versifaet individu maupun kolektif (Musa, 1991;23).

rellhat begitu pentingnya hukum lslam diteng-
alh tengah Kehidupan umat, maka lslam mensmpatlan
nucum Islam pada tataran yang sangat dominan dalam
xehidupan umat 1slam, dan sebagai seorang muslim
yang taat, tentunya dituntut untuk memetuhi sekali

Zus melaksanakan hukum tersebut,



Salah satu bagian yang dibicarakan dalam hukum
islam itu adalah hal-hal yarg berkaitan cengan per-
buatan manusia yang berupa jarimah yang dilarang
oleh syara' yang hel ini harus diketahui dan dipa-
tuhi olen umat Islam,

~kan tetapi, tidak semua orang yang melakukan
jaeriman itu mencapai suatu maksudnya, boleh jadi
masih dalam taraf percobaan untuk melakukan jarimah,
Didalam nhukum lslam masalah tersebut tidak diatur
dalam suatu aturan yang khusus., Hal ini bukan ber=-
arti bahwa kejahatan yang masih dalam taraf percoba-
an 1tu tidak ada ataupun tidak merupakan tindak
piduata (Hanafi, 1967;119),

Dixkalangan fugaha tidak dikenal istilah khusus
rengenai percobaan melakukan jarimah (Hanafi, 1967;
118), woJisana cuma ada istilan jarimah yang telah
sempurna (iL—AL37LAE,{~ Jdan jarimah belum sempurna
(-*}\d*&ijggKVQJJr ) (Audah, tt, I;3%43). San jari-
man Lak sempurna ini dikategorikan pada pertustan
maksiat yang dapat dikenail nukuman ta'zir terhadap
pelakunya, artinya perbuatan jarimah yang belum
sempurnz dila<ukan narus dipertanggungjawavkan se-

lama perduztan jtu merupakan perovuatan . melALS

(o]
v
a}

nugum ateu sebagal pervuatan maksiat (&1 Juuzi, tt

- \

1;995.
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dimaksud dengan percobaan melakukan Xejahatan.itu,
Disana hanya memberikan ketentuan tentang percoba-
an melakukan kejahatan yang dapat dipidana saja
(saleh, 1987;9%) yang disebutkan pada pasal 53
ayat 1 KUHP yang berbunyi;

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika

niat untuk itu telah ternyata dari adanya

permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya
pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena

kehendak sendiri,.,"

Pada dasarnya percobaan melakukan .jarimah
atau delik baik menurut hukum Islam maupun menurut
hukum pidana Indonesia adalah digolongkan pada per-
buatan delik yang tidak selesai, Ada dua hal yang
sangat mendasar pada kedua hukum diatas, dimana
hukum islam bersumber pada Al-Quran dan Sunah Nabi
(Siregar, 1991;107) yang harus .dipatuhi oleh
seorang yang mengaku dirinya muslim, sementara
Kitab Undang-Undang Hukum Fidana merupakan hasil
ka;ya manusia yang bersumber pada akél budi manu-
sia itu sendiri dan harus dipatuhi oleh setiap
warga negara Indonesia tanpa pandang bulu,

Yang kedua, suatu perbuatan yang dapat dita'-
zir dalam hukum Islam belum tentu perbuatan itu
dapat dikenai sanksi dalam hukum positif,

Mengingat kedua hukum tersebut dilatar bela-

kangi oleh sumber hukum dan konsep yang Dberheda



mengenail suatu perbuatan yéng dapat dikatakan jari-
mah ghairu tammah dalam hukum Islam atau percobaan
melakukan kejahatan dalam hukum pidana Indonesia,
maka menarik untuk dikaji lebih lanjut agar dapat
menemukan persamaan dan perbedaan atau bahkan men-
cari titik temunya sehingga berguna nantinya dalam
perkembangan hukum di Indonesia, paling tidak akan
dapat menambah cakrawala yang lebih luas dalam masa-
lah tersebut pada khususnya dan permasalahan hukum

secara umum,

Identifikasi Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah
diatas, akhirnya muncul beberapa persoalan masalah
antara lain yaitu;

1, Dasar hukum perbuatan jarimah ghairu tammah atau
poging,

2., Macam-macam jarimah,

5. Ketentuan perbuatan yang dapat dianggap perbua-
tan jarimah ghairu tammah dan perbuatan poging.

4, Konsep jarimah ghairu tammah menurut hukum

. pidana Islam dan konsep poging menurut KUHP,

5. 4kibat hukum dari kedua konsep tersebut.

6. Persamaan dan perbedaan jarimah ghairu tammah
dan poging.

7. Macam~macam hukum jarimah ghairu tammah / poging,



C.

Pembztasan Masalah

Masalah yang akan diteliti adalah jarimah
ghairu tammah versi hukum Islam dan poging versi
hukum pidana Indonesia, kiranya bahasan terlalu
luas, maka studi ini akan membatasi diri pada
konsep dari kedua hukum tersebut yang meliputi :
1. Ketentuan perbuatan yang dapat dianggap perbua-

tan jarimah ghairu tammah dan perbuatan poging.
2. Persamaan dan perbedaan jarimah ghairu tammah

dan poging.

Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan terorganisir, maka
masalah studi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan
pertanyaan sebagai berikut :

1. Kapan suatu perbuatan itu dianggap jarimah
belum sempurna menurut hukum pidana.lslam dan
~kapan pula .perbuatan itu dianggap' percobaan
melakukan kejahatan -{ .peging .) menurut KUHP 9
2. Sejauh manakah persamaan dan perbedaan konsep

dari keduz hukum tersebut ?

Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas,

maka tujuan studi ini adalah untuk :

/



1, Untuk mengetahui kapan suatu perbuatan itu
dianggap jarimah ghairu tammah menurut hukum
pidana Islam dan percobaan melakukan kejahatan
( poging ) menurut Kitah Undang-Undang Hukum
Pidana ( KUHP ),

2., Untuk mengetahui sejauh mana persamaan dan per-

bedaan dari kedua konsep tersebut .

Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan berguna sekurang-
kurangnya untuk dua hal, yéitu :

1. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan tentang
hukum pidana pada khususnya yang berkisar pada
masalah percobaan melakukan kejahatan baik
dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum
pidana Indonesia,

2. Sebagai bahan kajian untuk penelitian ilmiah

"selanjutnya, terutama terhadap penulisan karya

ilmiah yang relevan pada tema kajian studi ini.

Teknik renggalian Data

Karya penelitian yang dipakai dalam hal ini
merupakan library research, maka teknik penggalian
datanya menggunaka studi kepustakaan yaitu dengan
jalan membaca buku-buku literatur yang ada kaitan-

nya dengan masalah yang akan dibahas, baik yang



berasal dari buku-buku hukum pidana Islam maupun

dari buku-buku hukum pidana Indonesia,

Metode Pembahasan
Data-data yang diperoleh dari studi kepusta-
kaan akan dianalisa secara kualitatif dengan

metode antara lain, yaitu :

1. Metode Deskriptif yaitu suatu metode dengan
cara menuturkan dan menguraikan serta menjelas-
kan data yang terkumpul.

2. Metode Komparasi yaitu cara berfikir dengan mem-
bandingkan data yang satu dengan lainnya dalam
hal ini data diperoleh dari hukum pidana Islam
dan hukum pidana positif, sehingga bisa dikemu~
kakan tentang persamaan dan perbedaan dari ke-

dua konsep tersebut.

Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini terbagi menjadi
beberapa bab, akan tetapi sebelum sampai kepada
pembahasan, maka disampaikan terlebih dahulu hala-
man formalitas yang terdiri dari; halaman judul,
nota dinas, pengesahan, kata pengantar dan daftar
isi, kemudian disusul bab pertama yaitu pendahulu-
an yang terdiri dari; latar belakang masalah,

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumu-~



san masalah, tujuan studi, kegunaan studi, -teknik
penggalian data, metode pembahasan dan sistematika
pembahasan,

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang jarimah
menurut hukum pidana Islam dan delik menurut hukum
pidana positif yang meliputi; pengertian jarimah
unsur-unsur jarimah, macam-macam jarimah, pengerti-
an (elik, unsur-unsur delik dan macam-macam delik,

Bab ketiga yaitu Deskripsi jarimah ghairu
tammah dalam hukum pidana Islam dan poging menurut
hukum pidana positif yang meliputij; jarimah
ghairu tammah dalam hukum pidana Islam yang ter-
diri dari pengertian jarimah ghairu tammah, dasar
dasar terbentuknya konsep jarimah ghairu tammah,
unsur-unsur jarimah ghairu tammah, hukuman jarimah
ghairu tammah, deskripsi tentang poging. menurut
hukum pidana Indonesia yang terdiri dari pengertis
an- poging, dasar-dasar terbentuknya kopsep poging,
unsur-unsur poging dan hukuman poging.

Bab keempat yaitu Xomparasi antara jarimah
ghairu tammah menurut hukum bidana “Isglam dan
poging menurut hukum pidana indonesia yang melipu-
ti persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima yaitu bab penutup yang meliputi

kesimpulan dan saran.

/)



BAB 11
TLNIAJAN UKMUM TENTANG JARIMAH MENURUT HUKUM ISLAM
DAN DELIK MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

A, Jarimah Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah
Secara bahasa pengertian jarimah adalah
dosa atau durhaka (Ensiklopedi Islam, 1993%;303).
Adapun pengertian jarimah -menurut terminologi

syara' didefinisikan sebagai berikut
v R Mo A b LA ey 5.0y 5 oo

"Larangan syara' yang diancam oleh Allah
dengan hukuman had atau td'zir." (Audah,
tt, 1:108).

Sedangkan yang dimaksud dengan larapgan

. syara' itu sendiri ( (*,'\.,hxs ), lebih lanjut
, (e ’

~Abdul odir audah menjelaskan sebagai berikut

o . . . .- ol o _ . t

Ao R o il GBI DN i
"Larangan syara' adalah melakukan suatu
perbuatan yang dilarang atau meninggal-

Kan suatu perbuatan yang diperintahkan.n
( Audah, tt, I; 108),

Dengan demikian jelas, gambaran pengertian

Jarimah menurut istilah syara' itu, dimana se-



tiap perbuatan yang dilarang oleh syara', Dbaik
larangzn itu bersifat mengerjakan suatu per-
buatan yang memang dilarang untuk mengerjakan -
nya, maupun meninggalkan suatu perbuafan . .¥ang.
justru diperintahkan untuk mengerjakannya.

Adanya kata-kata syara' pada pengertian

jarimah tersebut di atas memberi kesan
atau pengertian, bahwa suatu perbuatan baru
dianggap sehsgai jarimah, manakala perbuatan

tersebut dilarang oleh syara', Sehingga, :seane
dainya meninggalkan suatu perbuatan yang di-
perintahkan atau mengerjakan suatu perbuatan
yang dilarang, yang acuannya bukan berasal dari
syara', maka perbuatan tersebut tidak dapat
dikatakan sebagai perbuatan jarimah,

Demikian juga berbuat atau tidak. herbuat,
tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila
telah diancamkan dengan suatu hukuman tertentu
terhadap pelaku yang melanggarnya dengan hukum-
an had atau ta'zir,

Sementara itu ada.sebagian fugaha yang
memakal kata-kata jarimah sama pengertiannya
dengan jinayah, Namun, ada sebagian ulama lain
yang membedakannya (Hanafi, 1990;1). Dimana
itatiieah jarimah umumnya digunakan untuk Semua

pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang
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"Tiada jarimah dan hukuman tanpa adanya
nas." (Abdul Qodir Audah, tt, I;126)
Adapun yang dijadikan sebagai landasan
atas kaidah tersebut, sebagaimana firman Allah
dalam surat Al Isra' 17;15 :
?_5__»3) Caxd oo Oy doa Lgé_g\_aj
"Dan kami tidak akan mengadzab sebelum

Kami mengutus seorang rasul,!
(Depag RI, 1995),.

Dengan demikian, sebelum ada nas yang .me=
larang atas suatu perbuatan tidak dapat dikata-
Kan sebagal perbuatan jarimah, sehingga tidak

dapat dihukum,

2. Unsur-Unsur Jarimah

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa
pengertian jarimah itu adalah larangan-larangan
syara' yang diancamkan hukuman had atau hukuman
ta'zir, Larangan tersebut adakalanya melakukan
perbuatan yang dicegah atau meninggalkan per-
buatan yang diperintah.

Juga telah disebutkan mengenai penyebutan
Kata-Kata syara', yang berarti bahwa larangan
larangan itu harus uatang dari ketentuan syara'l,
dan berbuat atau tidak berbuat baru diarnggap
sebagal jarimah, apabila diancamkan hukuman

terhadapnya,

1



Karena perintah-perintah dan larangan-lara-
ngan tersebut aatang dari syara', maka perin-
tan-perintah dan larangan-larangan itu hanya
Gitentukan kepada orang yang berakal sehat dan
dapat memahami pembebanan, sebab pembebanan itu
artinya panggilan dan orang yang tidak dapat
memahami, seperti hewan dan benda-benda mati
tidak mungkin menjadi obyek panggilan terseput,

Bankan orang yang dapat memahami pokok
panggilan tetapi tidak mengetahui perincian-
perirciannya, apakah berupa seruan atau larang-
an, apakah akan membawa pahala atau siksa seper-
ti orang gila dan anak-aznak yang belum tamyiz
maka XKeduannya disamakan dengan hewan dan benda
mati, Oleh karena itu sukar diberi pembebanan.
Karena untuk dapat memahami suatu pembebansin,
bukan saja diperlukan terhadap pokok panggilan,
tetapl juga diperlukan pengertian terhadap pe-
rincian-perinciannya,

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesim-
pulan bahwa tiap-tiap jarimah itd harus mampu-
nyal *iga ansur umwm yang harus dipenuhi (Audah
tt, I;411), yaitu :

1. iAdanya nas yang melarang perbuatan dan meng-

ancamkan hukuman terhadapnya.



2. adanya tingkah laku. yang membentuk jarimah,
vaik Oberupa peraturan-peraturan nyata atau-
pun sikap tidak berbuat,

Yembuat adalah orang mukallaf, yakni orang-

AN
.

orang yang dapat dimintai retanggungan-
jawab ferradap Ja imah yang diperbuatnya,
fetlga unsur tersevut harus terdapat pada
suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jari-
mal, Disamping adanya unsur-unsur umum pade
tiap-tiap jarimah, juge terdapat unsur=-unsur
«nusus untuk dapat dikenai snstu hukuman, Misal;
mengzamoll sesuatu dengan cara diam-diam bagi

jarimzh pencurian,

Macam~-Macam Jarimzh

denurut ulama fiqih, macam-macam Jjarimah
vanyak sekall, tergantung ditinjau dari sudut
mana memandangnya {(Ensiklopedi Hukum Islam,
1996, 111 ; 806 ).
a. Jarimah %ilz ditinjau dari segi berat ringan=
Tyt hqhumaa, terbagi atas tiga macam, yaitu:
"« Jarimah hudud, yakni segala bentuk tindak
pidana yang telah ditentukan bentuk, jum-
lah, dan ukuran hukumannya serta meru-
pakan hak Allah semata,

2. Jarimah qisas -~ diyat, yaitu tindak pida=-



na yang Jdiancam dengan hukuman gqisas atau

perseowangan

diyat, nhukumannya bersifat

i

can telan ditentukan olen ~llah.

-

- . B

5. darimanh ta'zir, yaitu tindak pidana yang
diancam demgzan satu atau obeberapa malal
nukuman, nanya saja jarimah ini macam dan
Jenisnya tidak ditentukaﬁ, serta ditentu-

xan oleh ganguaza mengenai hukumannya,

D, Jarimah jixka diiihat dari segi niat pelaku-
nya, terbagl atas dua macam, yaitu ;

. Jariman sengaja, yaitu si rpalalu  sengaja
melaku<an perbuatannya walaupun ia tahu
bahwa pervuatan itu dilarang,

2. Jarimah tidak sengaja, yaitu 51 pelthu
mengerjakan perbuatan jarimah karena
foxtor yang keliru atau lalai.

c. Dilihat dari cara mengerjakannya, jarimah
ltervagl atas dua macam, yaitu ;

1. varimah positif, perilaku mengerjakan su-
2tu perbuatan yang dilarang,

Je woarimah negatif, yaitu perilaku tidak

meiadu<an perouatun yang aiperintahkan.

d. 2ila ditinjaudari segi korban yang ditimbule-
kan olen suatu tindak pidana, jariman ter~

bagi atas dva macam, yaitu ;



1., Jdarimah mesyarakat adalah suatu jarimeh
vang dijatuhkan untuk menjaga kepemtingan
masyarakat baik jarimah tersebuyt meryang-
Kut perseorangan atau Ketentraman masyara-

rat,

2. varimah perseorangan adalah suatu jarimah
vang dijatuhkan untuk menjaga kepentingan
perseorangan, meskipun sebenarnya terkait

cengan kKepentingan masyarakat,

e. ~1linat c¢ari segi tabietnysz, jarimah dibagi

. Jindak pildana biasa, adalah tindak pidana
yang tidak terkoeit sama sekali dengan
versoalan politnik,

<. Tindak pidana politik, adalah tindak pi-

tans ysng dilakukan dengzan tujuen politik,

B. Delik Menurut Hukum Pidana Indonesia

b—s

. Pengeriian Delik
istilah lain dari delik adalah perbuatan
pidana atau tindak pidana (ioeljatno, 19387 ;54)
atau peristiwa pldana (Tresna, 1934 5 23).

sedangkan pengertian delik menurut etimolo-
&1 adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat
ainukuin karena melanggar Undang-undang ( Praja

dan Sihabuddin, 1932;6). Ini terarti bahwa



s2tiap orang-orang yang melanggar undang-undang
dapat dikenakan suatu hukuman, ini merupakan
gambaran yang dinamakan delik menurut bahasa itu
’ende< kata, setiap orang yang melanggar undang-
undang aapat dikenakan suatu hukuman, tanpa me-
mandang apaikah yang berbuat itu sudah termasuk
orang yang caxap tindak atau belum. Demikian ju-
ga, faxtor yang menyebabkan seseorang melakukan
pelanggaran terhadap undang-undang, apa ada ala-
san yang dibenar<an atau tidak, dalam segi pe-
ngertiian banasa juga tidak dipersoalkan.

adapun pengertian delik menurut terminologi
di definisikan sebagai suatu kelakukan yang men-
COCOK1 Ketentuan yang dirumuskan dalam undang-
undang yang bersangkutan, maka baru merupakan
delik, manakal perbuatan atau kelakuin itu menu-
rut sifatnya cocok dalan makna dari ketentuan
yang Adirumuskan dalam undang-undang yang ber-
sargkutan (Praja dan Jinabuddin, 1932;6).

Sementara itu, ada sarjana hukum lain yang
mendeflinisikan delik menurut istilah adalah
suatu perouatan atau rangkaian perbuatan manusia

Tleniangan dengan undang-undang atau pe-

W
o,
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turan tainnya terhadap perouatan mana diadakan
Lindaxan penghukuman (Tresna, 1934;28).

Dan ada juga delik menurut istilah itu ada-



lah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum
dilarang dan diancam pidana, asal saja yang per-
lu dicatat disini bahwa larangan itu ditujukan
. padazsuatu.perbuatan: (¥aitu_.suatu-keadaan atau
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakukan orang),
sedangkan ancaman pidananya . . ditujukan::kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu ( Moeljatno,
1987;54). .

Dari beberapa definisi delik secara istilah
sebagaimana dikemukakan diatas jelas, ada bebe-
Tapa penekanan yang sama, yaitu ;

a. Merupakan suatu perbuatan.

b. Perbuatan itu melanggar undang-undang atau

peraturan tertentu.

C. Pelakunya diancam dengan hukuman.,

Ada hubungan yang sangat erat antara lara-
ngan dan ancaman pidana itu, demikian juga
antara kejadian dengan orang yang menimbulkannya,
yang satu tidak dapat dipisahkan dari. yang Xain,
kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menim~
bulkan bukan érang dan orang tidak dapat diancam
pidana, jika tidak karena kejadian yang ditim-

bulkan olehnya,

. Unsur-unsur Delik

rada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana

yYang dapat dikenakan ancaman hukuman haruslah



memenuhi dari beverapa unsur parouatan pidana

(Soesila, 1974;26-29), antara lain, yaitu;

a. Unsur yang bersifat ohyextif meliputi ;

1

PO

Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan
positif atau pertuatan negatifl yang menye-
vabkan pidana.

AKibat perbuatan manusia, yaitu akibat
yang terdiri atas merusakkan atau membaha-
yaran kepentingan-kepentingan hukum, yang
menuvrut nerma hukum pidana itu perlu ada
supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang
timbu.l seketika bersamaan dengan pertuatan-
nya, misalnya dalam pencurian, hilangnya
darang timbul ,seketika dengan perbuatan me-
ngambil, Dan ada akibat yang timbulnya se-
lang beberapa lama, kadang-kadang berbeda
tempat dan waktu dari pada tempat dan wak-
tu perbuatan itu dilakukan.
Keadaan~keadaannay sekitar perbuatan itu,
readaan-keadaan ini bisa terjadi pada saat
melakukan perbuatan-perbuatan, misalnya
dalam pzsal 362 KUHP keadaan ; bahwa ba-
rang yang cieuri itu kepunyaan orang lain
adalah suatu keadaan yang terdapat pada
waktu perbuatan mengambil itu dilakukan,

Dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah



perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam
pasal 345 KUHP, keadaan ; Jika orang itu
Jadi membunuh diri adalah akibat yang ter-
Jadi setelah penghasutan itu dilakukan.

4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipida-
na. Perbuatan itu dapat dikatakan melawan
hukum, manakala bertentangan dengan undang-

undang.

b. Unsur yang bersifat subyektif, yaitu; kesala-
han dari orang yang melanggar norma pidana,
artinya pelanggaran itu harus dapat dapat di-
pertanggungjawabkan 61eh pelanggar, Orang
yang dapat mempertanggungjawabkan itu karena
dipersalahkan, jikalau orang itu .melanggar
norma pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan
kesalahan itu adalah suatu hubungan jiwa yang
ada diantara seorang dengan perbuatan beserta
akibatnya, sehingga perbuatan itu dapat diper-
tanggungjawabkan kepadanya. Keéalahan itu
dapat berupa dengan dikehendaki, - dimaksud
atau dengan sengaja, ataupun suatu kelalaian,

kurang hati-hati.

3. Macam-macam Delik

Tentang macam-macam delik dapat ditinjau
dari beberapa segi (Kartasapoetra, 1988; 587 =60)

antara lain, yaitu;

2~



Delik ditinjau dari segi penuntutannya terbagi

atas dua macam , yaitu ;

1. Delik Aduan, yaitu suatu delik yang hanya
akan ditangani oleh pihak yang berwajib apa-
bila orang yang merasa dirugikan itu mela-
porkan atau mengadukan kepada pihak = yang
berwajib.

2. Delik Biasa, yaitu merupakan perbuatan ja-
hat seorang baik dilaporkan atau tidak di-
laporkan oleh anggota masyarakat lain, bila
diketahui oleh pihak yang berwajib akan
segera ditindak.

Delik ditinjau dari segi jumlah perbuatannya

terbagi atas dua macam, antara lain ;

1. Delik Tunggal, yaitu apabila perbuatan ja-
hat itu hanya mengenai satu persoalan saja,
baik dilakukan oleh seorang diriw atau bebe-
rapa orang dan tidak menimbulkan perbuatan
jahat atau pelanggaran hukum lainnya.

2. Delik Jamak, yaitu suatu perbuatan jahat
yang dilakukan seseorang:yang menimbulkan
Xejahatan yang lainnya.

Delik yang ditinjau dari segi akibatnya, ter-

bagi atas dua macam, yaitu ;

1. Delik Materiil, yaitu suatu delik yang ter-

Jadi sebagai akibat Suatu perbuatan.

2. Delik Formil, yaitu suatu perbuatan yang



melanggar hukum yang dapat dijatuhi hukum-

an apabila perbuatan itu telah selesai di-
kerjakan.,

d. Delik ditinjau dari segi mengabaikan perintah
dan mengerjakan larangan terbagi atas dua ma-
cam, yaitu ;

1. Delik Comisionis.adalah suatu delik yang
dilakukan terhadap larangan yang diadakan
oleh undang-undang.

2. Delik Omisionis adalah suatu delik yang
mengabaikan keharusan yang diadakan oleh
undang-undang. |

€. Delik ditinjau dari segi sengaja dan tidak di-
Sengaja ada dua macam, yaitu ;

1. Delik Dolus, yautu delik yang . . dilakukan
dengan sengaja.

2. Delik Culpa, yaitu suatu delik yang dilaku-
kan karena suatu kesalahan atau kelalaian.

f. Delik ditinjau dari si pelakunya terbagi atas

dua macam, yaitu ;

1. Delik Proparia, yaitu suatu delik yang
hanya dilakukan oleh orang yang punya ja-
batan tertentu.

2. Delik Biasa, yaitu 8uatu delik yang dilaku-

kan oleh sembarang orang.

s
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g. Delik ditinjau aari segi persoalan politik dan
tiaaknya terbagi atas dua macam, yaitu ;

1. Delik politik yaitu suatu delik yang ditu-
jukan terhadap keamanan negara dan kepala
negara.

2. Delik Comune yaitu suatu delik yang tidak
ditujukan terhadap keamanan negara dan

Kepala negara.



B A B III
DESKRIPSI JARIMAH GHAIRU TAMMAH DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM DAN POGING MENURUT " "HUKUM..PIDANA INDONESTA

A, Jarimah Ghairu Tammah Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah Ghairu Tammah

Dikalangan :fugaha, Jarimagh -ghairu tammah
bukanlah hal yang baru. Han¥a saja merupakan
penamaan baru yang dikategorikan sebagian dari
jarimah ta'zir (Audah, tt. I;345%346),

Dalam literatur fiqih tidak dikenal istilah
khusus mengenai percobaan melakukan jarimah,
disana hanya dikenal istilah jarimah yang telah
sempurna (“L,AQ31;4Eg? ) dan jarimah yang belum
sempurna ( QL_AQQJQSXUQJ{} ).

Jarimah ghairu tammah adalah merupakan su-

.atu tindak kejahatan yaﬁg belum sempurna, .aptiw
nya jarimah yang belum mencapai kepada apa yang
dimaksud,". - Yang pelakunya dikenai suatu
hukuman ta'zir, Sedang perbuatan belum selesai-
nya itu dikategorikan sebagai suatu perbuatan
maksiat, sebab perbuatan tersebut belum mencapai
kepada batas perbuatan yang harus dikenakan hu-

kuman had, qisas diyat ataupun kafarat.
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Pencuri misalnya, apabila telah melobangi
dinding rumah, kemudian dapaf ditangkap sebelum
sempat memasukinya, maka perbuatannya itu semata-
mata dianggap suatu perbuatan maksiat yang bisa
dijatuhi hukuman meskipun sebenarnya baru meru-~
pakan permulaan dari pelaksanaan jarimah pencu-
rian, |

Demikian pula, ketika ia masuk rumah o2rang
lain dengan maksud untuk mencuri, tanpa nel o«
bangi dindingnya atau menaiki atapnya, dianggap
telah memperbuat suatu jarimah tersendiri, meski-
pun perbuatan tersebut bisa disebut juga pencu-
rian yang belum selesai,

Apabila pencuri tersebut dapat menyelesai-
Xan berbagai perbuatan yang.membentuk jarimah
pencurian dan dapat membawa barang curiannya ‘ke
luar rumah, maka kumpulan perbuatan tersebut di-
Jnamakan pencurian. Dan selesainya jarimah pencu-
rian itu, maka hukuman had yang telah ditentukan
dijatuhkan kepadanya, dan. untuk masing-masing
perbuatan yang membentuk pencurian itu tidak
boleh dixenakan hukuman ta'zir, sebab masing-
masing perbuatan tersebut sudah bercampur , jadi
satu, yang namanya pencurian,

Dalam hukum pidana Islam segala perbuatan

yang dapat dijatuhi hukuman ta'zir. termasuk

r)}.,
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percobaan melakukan kejahatan., syariat Islam me-
nyerahkan persoalannya kepada hakim untuk memi-
1ih hukuman berdasarkan kepada pertimbangan-per-
timbangannya, misalnya] berjudi, berkelahi,meng-
ejek, menggangru orang lain, dan termasuk pula
memalsukan berat timbangan dan lain-lain (Sudar-
sono, 1992;548),

Pendirian syara' tentang percobaan melaku-
kan jarimah amat. luas .cakupannya, sebab menurut
syara' setiap perbuatan kejahatan yang ~tidak
selesai disebut dengan maksiat yang pelakunya
dijatuhi hukuman. Dalam hal ini tidak ada penge-
cualiannya (Hanafi, 19903;120).

Misalnya seseorang yang mengangkat tongkat
untuk dipukulkan kepada orang lain, . .maka . 1ia
telah dianggap berbuat maksiat sehingga dapat

dikenai hukuman ta'lzir.

- Perkataan maksiat sangat populer dalam
syariat Islam, Menurut ilmu bahasa perkataan
maksiat merupakan bentuk masdar yang bermakna

penentangan, pengabaian dan kejahatan, Akar kata
nya berasal dari kata asha yang berarti menen-
tang, mendurhzkai dan melawan (Yunus, 1973;269),

Dalam istilah fugaha pengertian maksiat di-

definisikan ;

28



=) oy, aAhloa il b A, OLSY
A IV o b g T

"Melakukan perbuatan yang dilarang oleh

syara' dan meninggalkan apa yang diwajib-
kan (Audah, tt, 1;128).

Adapun macam jarimah ta'zir dapat dikelom-
pokkan men;jadi dua bagian (Audah, tt, I1;80), ya=
itu ; |
a., Jarimah yang bentuk atau macamnya sudah di-

tentukan oleh nas (Alquran dan Hadits), te-

tapi hukumannya diserahkan kepada manusta,

b, Jarimah yang baik bentuk maupun macamnya,
begitu pula hukumannya diserahkan kepada
manusia, syara' hanya memberikan ketentuan

yang bersifat umum saja.
Dalam nas=-nas Alquran maupun Hadits banyak
sekali menyebutkan jarimah ta'zir macam yang
_pertama, misalnya wajib shalat dan zakat, seba-
gaimana difirmankan Allah dalam surat al. Bagarah

110 ;
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"Dan dirikanlah shalat dan turaikanlah

zakat, Dan apa-apa yang kamu usahakan da-
ri kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan
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. Dasar-Dasar Terbentuknya Konsep Jarimah Ghairu

Tammah

Hukum dalam beroperasinya tak lepas dari
adanya konsep-konsep. Konsep hukum yang dipakai
nantinya berguna untuk merumuskan banyak pe-
ngertian yang tercakup di -dalamnya, baik vari-
asi maupun perbedaan-perbedaannya kedalam satu
istilah saja., Oleh pembuat hukum, konsep-konsep
tersebut digunakan untuk menyebutkan secara
ringkas apa yang ingin dicakup oleh suatu pera-
turan hukum itu, Percobaan misalnya, merupakan
istilah ringkas untuk menggantikan suatu perbu-
atan yang dikerjakan tidak selesai atau Dbelum

sempurna., Maka, lahirlah konsep jarimah ghairu

tammah,
Suatu perbuatan kejahatan yang belum
selesai dikerjakan atau belum sempurna, akan

tetapi dari perbuatan tersebut sudah menimbu}-
kan suatu kerugian, Ini menunjukkan bahwa tidak
selesainya melakukan pekerjaan itu sudah diang-
gap suatu jarimah, Karena, dari melakukan per-
buatan kejahatan yang belum sempurna itu terka-
dang sudah menimbulkan suatu kerugian, serta
terkadang juga sudah membentuk suatu bagian
saja diantara bagian-bagian lain yang membentuk

jarimah yang belum selesai selama satu bagian

>/



itu dilarang. Jadi tidak aneh, kalau suatu per-
buatan itu dianggap suatu jarimah dan bila satu
perbuatan itu bergabung dengan yéng lain, maka
akan membentuk - jarimah yang iéin légi.
Dikalangan fugqaha, jarimah ghairu tammah
adalah sebagai pemisah saja dari jarimah yang
telah sempurna, Dan fugaha tidak banyak menje-
laskan masalah jarimah ghairu tammah, karena
menurutnya semua perbuatan yang belum sempurna
dikerjakan dikategorikan jarimah ghairu tammah,
Dari uraian di atas menjadi jelas, bahwa
adanya konsep jarimah ghairu tammah itu berawal
dari adanya suatu perbuatan yang melawan hukum
dan belum selesai dikerjakan, namun;dari perbu-
atan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan

secara yuridis,

Unsur-Unsur Jarimah Ghairu Tammah
Untuk dapat menentukan suatu perbuatan
Yang dikategorikan jarimah ghairu tammah yang

dapat diberi sanksi pidana perlu adanya unsur-

unsur tertentu. Karena, setiap perbuatan itu

tak bisa dilepaskan begitu saja.dari unsur-
unsur yang mendorong terciptanya suatu - perbu-
atan itu.

Disamping itu, setiap perbuatan tentunya

mengalami beberapa tahapan sebelum mencapai ke=-
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sempurnaan. ‘lahap ini dipandang perlu dan pen-
ting, sebab hanya pada salah satu takapan saja
pelaku dapat ditintut dari segi kepidanaan, se-
dang pada tahapan-tahapan lainnya tidak bisa
dituntut (Hanafi, 1990;121). Adapun tahapan-
tahapan pelaksanaan suatu jarimah dalam hukum
lslam narus melalui tiga tahapan (Audah, tt,l;
346-343), yaitu ;
a. lahapan pemikiran dan perencanaan
balam tahapan pemikiran dan perencanaan
suatu jarimah, tidak diangéap maksiat yang
dapat dijatuhi hukuman, karena @anurut atﬁ-
ran dalam syari'at Islam, seseorang tidak
dapat dituntut (dipersalahkan) lantaran
niat yang terlintas dalam dirinya sebagai-

mana sabda Rasulullah Saw ;

(Ju‘&v_,wbt&__) 5 3o a qaY At 52
Aot ‘L/(Aé’"

"Tuhan memaafkan umatku | dari apa
Yang dibisikkan atau dicetuskan oleh
dirinyva, selama ia tidak berbuat dan
mengeluarkan kKata-kata.

(Turmudzi, 19838, L111;488).

Dari hadits tersebut secara tegas di-

rnratakan, bahwa niat yang terlintas dalam nati



itu tidak dapat dikenai sanksi hukuman selama
niat itu tidak diucapkan dan diperbuat.
Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, juga tidak di-
anggap maksiat yang dapat dihukum, kecuali
apabita perbuatan persiapan itu sendiri di-
pandang sebagai maksiat. Misal, hendak men=-
curi milik seseorang dengan jalan membiusnya.
Dalam contoh ini, membeli alat bius atau mem-
bius orang lain itu sendiri dianggap maksiat
yYang dapat dihukum, tanpa memerlukan kepada
selesainya maksud yang hendak dituju, yaitu
mencuri,

Alasan untuk tidak memasukkan tahapan
persiapan sebagai jarimah, adalah bahwa per-
buatan seseorang yang bisa dihukum harus
berupa perbuatan maksiat., Dan maksiat baru
terwujud manakala berisi pelanggaran terhadap
hak tuhan dan hak manuasia, Sedaﬁg pada penyi-
apan alat-alat jarimah pada umumnya tidak
berisi suatu kerugian nyata terhadap hak-hak
tersebut (Hanafi, 1990;122).

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap inilah suatu perbuatan yang

dilakukan oleh pelakunya dianggap suatu jari-

mah, Dan semua perbuatan jarimah adalah mak-
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siat, baik perbuatan tersebut merupakan per-

mulzan pelaksanaan unsur materiil Jarimah

atau tidak, yang penting unsur materiilnya te-
lah terpenuhi, meskipun antara perbuatan tere
sebut dengan unsur materiil masih terdapat

bepberapa langkah lagi,

Padz pencurian misalnya melobangi tembok,

rembongkar pintu dianggap sebageai verbhuatan
makslat yang dijatuhi hukuman ta'zir dan
selanjutnya perbuatan ini dianggap senagai

percobaan pencurian, meskipun untuk terwujud-
nya perbuatsan pencurian masih terdapat perbu-
atan-perbuatan lain lagi.

Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan
yang bisa dtihukum ialah apabila perbuatan itu
berups meksiat, Dalam hal ini faktor niat
can tujuan pelaku sangat penting artinya guna
dapat menentukan apakah perbuatan itu terma-
suk perbuatan maksiat atau tidak,

Dari adanya tigsa unsur di atas, suatu
perbuztan bdaru dianggap sebagai jarimah gha-
iru temm:h manakala telah terpenuni tiza  un-
rersesut, Uebab serangkaian porbuatan  torse-
but iudah dupat dianggap sebagai kesalahan
cengan adanya pelaksanaan (Hanafi, 1990;123%).

seseorang yang telah memulai perbuatan



Jarimahnya, adakalanya dapat menyelesaikannya

terKahang pula tidak d=zpat menyelesaikannya.
Aalau'dapat menyelesaikannya, maka sucdah se-
pantasnya dijatuhi hukuman yang = diancamkan
terhadap pelaku tersebut. Sedang bagi arang
yang belum sampai menuntaskan perbuatan jari-
mah itu terkadang karena terpaksa atau karena
kehendaknya sendiri,

Kalau belum selesainya perbuatan jarimah
itu karena kchandak senéiri, seperti bertobat
dan menyesal serta kembali ksapada tuhan) Atau
disebabkan karena sesuatu diluar tobat dan
penyesalan cdiri seperti karena . kekurangan
nlat-alate .

sedang kalau belum selesainya jarimah
itu karena terpaksa, seperti terpaksa karena
tertangkap atau terkena suatu halangan ter-
tentu yang dapat menghalang-halangi berlang-
sungnya jariman, maka keadaan tersebut tidak
nempengaruhl terhadap berlangsungnya pertang-
sungan jawab, selama perbuatan yang dilaksana-
Kanmy= itu bisa disebul maksiat.

ndapun tidak selesainya jarimah Karena
bukan atas dasar tobat, maka pembuat bertang-
gung jawab tas perbuatannya, apabila sudah
cukup dipandang maksiat,yakni merugikan nak

serseorangan atau masyarakat,



¥isal, seseorang yang hendak mencuri, pertama-
tama 1a membongkar pintunya, akan tetapi ia
tidak memasukinya lantaran ada peronda yang
lewat dirumah tersebut dan dikhawatirkan akan
merzingkapnya, sehingga niat untuk mencuri
diurungkan.,

Dalam contoh kasus seperti ini, seorang
pelaku tetap disaukum meskipun tujuan akhir

belum tercapai yakni mengambil barang.Dihukum

nya pelaku tersebut karena mengurungkan per-
buatannya itu atas dorongan diluar pribadi-
nya, bukan atas dasar tobat dan penyesa..
lan,

Dengan demikian, tidak selesainya suatu
jarimah jika didasarkan atas kehendak dari

rivadi pelaku sendiri, misalnya Karena fak-

tor tobat dan penyesalan, maka ia tidak dapat

dihukum, sebab‘peristiwa yang telah diperbuat
nyz2 itu tidak dianggap merugikan hak masyara-
kat dan perseorangan, otomatis perbuatannya
itu tidak dianggap sebagai maksiat (Hanafi,

1990;128). Jebagaimana firman Allah dalam
urat al Maidah 5;3%4
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"Kecualil orang-orang yang taubat ( di-
aniara mereka )sebkelum dapat menguasai
(menangkap) mereka; maka ketahuilah
bahwasannya :illah maha pengampun lagi
mahz penyayang.'" (Depag RI. 1995).

4, Hukuman Jarimah Ghairu Tammah
Syariat Islam dalam menerapkan suatu
hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman
individu secara khusus dan masyarakat pada
umumnya (Hanafi, 1970;12).
suatu Larangar dan perintah saja tidak
cukup menjamin seseorang maninggalkan suatu
perbuvatan atau melakukannya. Maka diperlukan
adanya sanksi hukum bagi orang yang melanggar-
nya.
Tujusn hukuman yang diterapkan cleh sya-
ri'at Islam mempunyai dua aspek, yakni ;
1. 48pek pencegahan
2. ~spe¥ pendidikan
~3pek pencegahan dari suatu hukuman ada-
liah agar supaya seseorang mau berfikir seribu
xall untuk melakuksn suatu perbuatan yang di-
larang dan menyadari akibat yang akan dialami
oida suatu perbuatan jarimah itu sampai dila-
kukan, Ceandainya ia telah melakukan Jarimah,
naling tidak suatu hukuman baginya akan me-
nyadarkan cirinya untuk tidak mengulangi per-

buatan tersebut, sehingga dengan adanya tuju-



a2n penceganan seperti ini akan mempunyai
manfaat yakni dapat mengurangi timoulnya
Jerimah baik secars kualitas maupun kuantitas,
2pun tujuan hukuman yang bersifat men-
¢1dik bergunz nentinya bagi setiap individu
yang sudah terlanjur melakukan Jjarimah untuk
memperbaikl perbuatan-perbuatan dan menjauh-
Xan diri dari melakukan suatu perbuatan jari-
mah kearah masa depan yang lebih baik,

sedangkan yang dimaksud dengan . nurusan
itu senciri adalah suatu pembalasan yang di-
tetzpkan oleh syara' bagi pelanggarnya yang
bertujuan untuk kemaslahatan umum (Audah, tt-
1;609),

sebagaimana telah disebutkan pada pemba-
hzsan yang lalu, bahwa hukuman dari jarimah
ghairu tammah adalah ta'zir. Sedang hukuman
yang berdifat ta'zir ini kadar hukumannya di-
serahkan penuh kepada kebijaksanaan hakim
yang fungsi hukuman ta'zir itu adalah untuk
memberikan pelajaran dan untuk menakut-nakuti
{Aou sahrah, tt. 124).

Hukuman ta'zir diancamkan terhadap orang
yahg melakukan perbuatan maksiat , Sedang

pengertian ta'zir itu sendiri adalah :
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"Tindakan edukatif terhadap pelaku per-
buatan dosa yang tidak ada sanksi had

dan kifaratnya." (Sabiq, 1992;II;497),

Maka jelaslah, bahwa ta'zir itu . adalah
suatu hukuman .yang _dijatuhkan atas sepala pez-
buatan meksiat yang ketentuan hukumannya ti-
dak ditentukan oleh syara' dan sepenuhnya di-
serahkan kepada hakim,

Sedangkan zanksi .hukuman Yang diancamkan
kepada. arang yang berbuat.maksiat,. dalam.’ hal
ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori,
(al Jauzi, tt, I;99), yaitu ;
1.Dikenai had tapi tiﬁak dapat dikenai kafa-

rat, seperti; mencuri, zina dan lain-lain,
2. Dikenai kafarat tetapi tidak dapat dikenai
had, seperti; bersetubuh di siang hari di-
bulan ramadhan dengan suamu-istri.
3. Tidak .dikenai had dan tidak dikenai . kafa-
rat, seperti; memakan bangkai .-

Adapun macam-macam hukuman ta'zir Lerbu-
g3 atas lima maeam (Zahroh, tt, 125), antara
lain yaitu ;

1., Hukuman Dera

Hukuman dera merupakan hukuman pokok
dalam syariat Islam, Di utamakan  bhukuman

40



ini ternyata dapat memberantas para pelaku
Jarimzn, disamping itu biayanya ringan.

Menurut Imam Ahmad, Al Laits,Ishak dan

se<el npok pengikut Imam Syafi'i, mengata-

®an bahwa hukuman dera itu (sebagai huk u-

man ta'zir) tidak boleh lebih dari sepuluh

xall derzan, Hal ini di dasarkan pada sab-

da rasul SAW
w ] L u

S NN TENC RPN JEN Y

At

"Janganlah kamu melakukan dera Jle=-

bih dari sepuluh kali dera, kecuali

dalam pelaksanaan hukuman had yang

telah mendapat restu dari Allah swt',
(Purmudzi, 1983, 1V;51).

sedang menurut Imam Malik,Asy-8yafi'i, dan
Zaid ibnu Ali mengatakan bahwa menjatunkan
nukumzn dera lebih dari sepuluh kali dera-
an dibolehkan asal jangan sempai molewobi
biztas minimal hukuman had (Sayyid sabig
o, 1a3499),
sukuman Nati

Dds dnsarnya hukuman to'zir itu Li-
G bolen sumpal mengFakibatkan kemation,
skan Ttetapl parc ulama membuat pengecuali-
an ternad.p perbdbuwtin-perbuatan Jarimah

yang borbahaya, seperti perbuatan onosek
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Yang dilakukan berulang-ulang, maka sang
imam diperbolehkan menjatuhkan hukuman
mati terhadap pelakunya, sebagaimana sang
imam diperbolehkan melebihkan hukuman had
dari yang telah ditentukan, bilamana ada
kemaslahatan dalam hal tersebut ( Sayyid
Sabiq, 1I;499).
Hukuman Ta'zir dengan Merampas Harta Benda
Menurut madzhab Abu Yusuf dan Imam
Malik bahwa hukuman ta'zir yang berupa
pengambilan harta benda diperbolehkan, se-
bagaimana rabuilullah peihah;menjatuhkan hu-
kuman ta'zir terhadap orang yang tidak mau
membayar zakat, yaitu dengan mi¥ngambil se-
bagian dari harta si pelanggar. Sabda ra-

sulullah Saw,
LG sty Wyat g1 ), 250 s et g
RV UYPI R RN U oY

"Barang siapa memberikan zakat demi
mengharapkan pahala, maka ia akan
memperoleh pahalanya, Dan barang

siapa menolaknya, maka sesungguhnya
kaml akan mengamﬁilnya dan sebagian
dari hartanya sebagai penebus ke-
pastian perintah tuhan kami."

(An Nasa'i, 1930, V ; 11).

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman ini dijatuhkan apabila dikha-

4
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watirkan, bahwa perbuatan melanggar hukum
itu dapat menjalar atau merugikan orang
lain, Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, masa

pengasingan itu tidak lebih dari gatu ta-

hun, Sedang menurut Abu Hanifah huk uman
had pengasingan boleh lebik dari satu
tahun terserah kepada hakimnya. Masalah

tempat dimana saja bisa, asal masih dalam
penguasaan negara dan bukar témpat tinggal
pelaku jarimah

Hukuman kurungan

Dalam syariat Islam hukuman kurungan
bukan merupakan hukuman pokok, melainkan
hanya hukuman yang kedua yang dijatuhkan
terhadap jarimah-jarimah biasa.

Hukuman kurungan tidaklah . Beravti
ditempatkan pada suatu tempat yang sempit
melainkan menahan seseorang dan -mencegah
nya dari kebebasan berbuat baik penahanan<.
nya itu berada di rumah atau masjid atau
pada suatu tempat yang mewakilinya dan pa-
tut atau layak untuk dijadikan sebagai
penjara., (Abu Zahrah, tt, 192), Hal ini
Juga pernah diperbuat rasulullah Saw, me-

nehan seseorang karena fitnah, sebagaimana

sabda.Rasdfullah saw

I
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(Hk. Turmuasdzi, 1988, 20 , Juz *V).

nuuman kurungan serendah-~rendahnya

sty nari sedangkan setinggi-tineginya me-

nurut ulama Syafi'i satu tohun, de menu-
rut ulama yang lain diserahkan xeopada

penguasa, Hukuman ini baru boleh «ijutype
Aan Jika ada narapan akan membawz  perbai-
Adan verhacap pvelaku jarimah, Ulama Syafi'i-
yanh membclehkan orang dihukum separo huku-

man dera dan separonya lagi hukuman Keruiig-

T T Sedangkan ulama yang . lain tidak
memperbolehkannya - (Marsum, tt;196).

cedingkan Kaaar suatu hukuman diang-
a0 scbagal ta'zir harus memenuni empat

ariteria (ibu Zahron, tt;121) antara lain,

Faitu g
1. Bahwa nukuman ta'zir dilakukan atas

dasar partimbangan kemaslahatan dan hak
sepenuhnya diberikan kepada hakim,

#o hukuman ta'zir itu diberikan atauw 5.
funsen kepada palaku jarimah yang tidak
sampzi pada Jjarimah hudud,

Je dukumun ta'zir itu *; 4k Uoleh Lioamt i h
cari serendah-rendahnyz hukuman had, mi-

sainya empat puluh cambukan atau enam



puluh cambukan,

4, Hukuman ta‘z.r itu tidak polen dilebih-~
kan atas sepuluh cambukan., Ini pendapat
ahmad dan riwayat S.yafi'i.

Demikianlah hukuman yang diberikan ke
pada  pelaky. jarimah ghairu tammah menurut.

hukum Islam .,

B. Poging Dalam Hukum Pidana Indonesia

l. Pengertian Poging

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
tidak dijumpai definisi khusus tentang poging,
disana hanya diketemukan kapan suatu percobaan
melakukan kejahatan (poging) itu dapat dipidana
(Roeslan Saleh, 1987;93). Hal ini disebabkan, ka-
rena percobaan sebagaimana disebutkan pada pasal
5% KUHP merupakan delik khusus yang tidak ter-
dapat dalam buku-buku pelajaran Belanda (Jonkers,

'1987;155).

Menurut artu kata sehari-hari, yang dimak-
sud poging atau percobaan adalah menuju suatu
hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang
dituju atau hendak berbuat sesuatu. Sudah di-
mulai, akan tetapi tidak selesai (Soesilo, 19927

69).

Sementara itu dari literatur lain disebut-



ian, vahwa pengertian poging pada umumnya diarti-
kan dengan suatu usaha untuk mencapai suatu tuju-~
an, yang pada akhirnya tidax atau belum tercapai
{vWirjono Prodjodixoro, 1989;97). Misalnya bermax-
suc membunuh orang, axan tetapi orang yaug akan
dicunuh tadi tidak sampai terbunuh. Atau hendak
Mencuri barang, akan tetapi tidak sampai dapat
mengambil barang itu,

Dalam hukum pidana istilah percobaan meru-
Pakan suatu pengertian teknik yang agak banyak
segl atau aspeknya, Perbedaan dengan arti pada
umumnya atau istilah sehari-hari ialanh bahwa apa-
bila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan
mAaka sudah tetap. Maksudnya bahwa tujuan yang
axan dikejar adalah tidak tercapai atau belum
selesail (Wirjono Prodjodikoro, 1989;97).

Dari utaian tersebut dapat dipahasi bahwa
Percobaan atau poging itu merupakan delik yang
Uelu selesal. Akan tetapi janganlah dikira, bah-
wa ¢len karena orang yang tidak berhazsil didalam
perbuatannya atan tidak sampail apa yanyg éimsksud-
cannya, berarti akan bebas dari tuntutan.

ceskipun maxsud jahatnya tidak tercapai akan
tetapi, lia narus mempertanggungjawabkan perouatan

nya tadi. denutut Kitab undang-~undang ilukum Pida~



na, ia dapat dikenakan suatu hukuman {Tresna,,
11:4;32),

taling tidak, ada dua alasan bagi pembuat
undarg-undang untuk memberi hukuman pada per-

cobaan untuk melakukan «ejahatan (Jonkers, 19/

155)

a. Pemberantasan kehendak jahat yang dinyatakan
dalam perbuatan dan perlindungan terhadap
bacan hukum, yang diancam dengan pidana,

b. remterian pidana pada umumnya terbatas pada

hal kejahatan.
Percobaan melakukan xejahatan dianggap se-
bagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Kkalau maksud akan melakukan kejahatan itu sudah
n,ata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan
ticak selesail kejahatan itu disebabkan hal ikh-~
wal diluar kehendaknya, sebagaimana disebutkan
dalam KUHP pasal %3 ayat 1 yang berbunyi ;
"Percobaan melakukan ke jahatan dapat di-
dihukum jikalau kehendak yang ..berbuat
itu telah nampak dengan adanya permulaan

pelaksanaan dan bahwa pelaksanaan itu ti-
dak selesai hanya karena hal-hal .bukan

kehendaknys."
Dari bunyi pasal tersebut dapat  §ipahami

banwa percobaan yang dapat dikenakan hukuman

nanya terbatas pada percobaan melakukan keja-



hatan saja, sedang percobaan melakukan pelang-
8aran tidak dapat dikenai hukuman (wirjono Prod-
Jodikoro, 1989;98).

Perlu ditegaskan disini perbedaan penger-
tian kejahatan dengan pelanggaran (Moeljatno,l19-
87;71), dimana kejahatan itu adalal suatu per-
buatan yang meskipun tidak °. ditentukan dalam
undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah di-
rasakan sebagai suatu perbuatan yang bertentang-
an dengan tata hukum dan ancaman pidanya lebih
berat dibanding pelanggaran. Sedang pelanggaran
itu adalah suatu perbuatan yang - .sifat melawan
hukumnya baru dapat diketahui . .setelsh adanya
undang-undang yang menentukan dan ancaman hulum-

annya lebih ringan dibanding dengan kejahatan.

Dasar-dasar Terbentuknya Konsep Poging

Tidak semua orang yang melakukan kégahatan
tercapai maksudnya atau belum selesai dikerjakan,
akan tetapi terkadang perbuatan tersebut sudah
dapat menimbulkan suatu kerugian. Oleh karena
itu percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana,

Konsep percobaan melakukan kejahatan dalam

Hukum Pidana Indonesia berawal dari adanya bunyi

pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

<
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Adapu tunyi pasal tersebut lengkapnya sebagai
berikut (Wirjonc Prodjodikoro, 1989;97);

1. Percobaan akan melakukan suatu keja-
hatan, dikenakan hukuman pidana, apa-
bila kehendak si pelaku sudah nampak
dengan permulaan pelaksanaan, dan pe-
laksanaan ini tidak selesai hanya se-
tagai akibat dari hal-hal yang tidak
tercantum dari kemauan si pelaxku.

2. Maksimum hukuman-hukuman pokok pada ke
gahatan yang bersangkutan dikurangi

engan sepertiga.

3. Apabila suatu kejahatan dapat dapat
dikenakan hukuman mati atau hukuman
seumur hidup, maka maksimum hukuman
menjadi hukuman selama-lamanya lima-
belas tahun

4, Hukuman-hukuman tambahan bagi percoba-

an kejahatan adalah sama dengan keja-
hatan yang selesai diperbuat.

Dari pasal tersebut tidak nampak pengertian
poging. Disana hanya dijelaskan syarat-syarat su
atu percobaan yang dapat aijatuhi hukumarn,

Dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut meranda
"kan banwa nempidana percobaan tindak pidana meru
Pakan pengecualian, sebab layaknya suatu hukuman
itu dikenakan terhadap tindak pidana yang sudah
selesai.

Pengecualian suaiu percobaan yang dapatl di-
Jatunl hukuman hanya terbatas pada percobtaan me-
lasukan kejahatan saja. Otomatis melakuxan per-

cobaan pelanggaran tidak dapat dihukum (Wirjono-

-



Prod jouikoro, 19389;938). ,

Alag8an poging dijatuhi hukuman menandakan
bahwa poging itu merupakan suatu delik, meskipun
seperarnya ia bukan merupakan delik, akan tetapi
nanya merupakan perluasan dari pengertian delik,
(Fartanegara, tt;3%64).

Poging dikatakan sebagai perluasan dari pe-
ngertian delik, karena pengertian poaging 1itu
memperiuas pengertian suatu delik, sebab didalam
poging itu terdapat suatu perbuatan yang sama
dengan delik, yakni adanya pelanggaran terhadap
Kepentingan hukum atau membahayakan kepentingan
kukum (Kartanegara, tt;365).

Kemudian suatu percobaan yang dapat . dija-
tuhi hukuman,  jika ada kehendak jahat yang dibuk
tikan dengan adanya permulaan pelaksanaan. Dan
peélaksanaan itu tidak selesai hanya karena hal-
ral yang bukan karena kehendaknya sendiri.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap percoba-
an melakukan ke jahatan, dalam hal ini para sar-
jana hukum terdapat dua aliran, yaitu aliran
subyektif can aliran obyektif (Tresna, 1934;43).
Ailran subyextif menekankan pada faktor niat si-
Pelaku, sedangsan aliran obyektif menekankan pa-
da faktor akibat dari suatu perbuatan,

Dari uraian diatas, jelaslah sucah bahwa



ronsep percobaan dalam hukum pidana Indonesia
berawal dari adanya suatu perbuatan yang melawan
nugum yang belum selesai dikerjakan atau niat
Jsatiatnya belum tercapai dan harus dipertanggung-

sawabkan akibat cari yang diperbuatnya tadi.

Unsur-unsur Poging

Percotaan melakukan kejahatan dalam hukum
pidana Indonecia dalam pasal 53 ayat 1 disebut-
kan bahwa suatu percobaan itu baru dapat dipida-

na, harus mempunyal tiga syarat antara lain, ya-

a. Harus ada niat untuk melakukan ke jahatan.

b. Harus ada permulaan pelaksanaan melakukan ke-
Jahatan.

c. Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai, ha-
nya karena ada sebab-sebab diluar kehendaknya
Sendiri,

Untuk lebih jelasnya dari ketiga syarat ter-
sebut, akan diuraikan satu-persatu.

a. Harus ada niat untux melakukan kejahatan

Nyatalan bahwa orang itu dengan sengaja
nendak melakukan perbuatan jahat. Jengaja di-
sini mempunyai rupa-rupa macam atau - tingkat
misalnya disengaja sebagai tujuan, disengaja

disertai kesadaran harus sekalian melakukan



perbuatan lain, disengaja dengan - keésadaran
akan terjadinya suatu kemungkinan oleh kareha
nya (Tresna, 1994;8%2).

Menurut ajaran lain, bahwa niat itu ti-
dak bisa disamakan begitu..saja dengan keseng-
ajaan (Roeslan Saleh, 1987;94), sebab niat
adala sikap batin yang memberi arah i tertentu
pada perbuatan yang dilakukan., Suatu sikap
batin yang menunjuk kepada arah tertentu mung
kin menjadi kesengajaan, jika arah yang ter
tentu itu, dimulai dengan perbuatan yang di-
lakukan,

Dalam hal,percobaan yang tidak selesai,
maka niat adalah sama dengan kesengajaan se-
kedar mengenai perbuatan-perbuatan yang telah
dilaksanakan. Selanjutnya perbuaban-perbuatan
yang belum dilaksanakan, niat merupakan sikap
batin yang memberi arah tertentu kepada arah
perbuatan yang dilakukan, )

Jika niat atau kehendak itu tidak . seba-
gail sengaja semacam tujuan, artinya hanya su-

atu sikap batin yang memberi arah :- -tertentu

kepada suatu perbuatan, maka dalah ini ia ti-
dak dapat dipidana berdasarkanrpercobaan ke-
jahatan., Namun, jika niat itu sebagai tujuan

maka ia dapat dikenakan suatu hukuman (Wirjo-

P!



no Prodjodixkoro, 1339;99).
Harus ada permulaan pelaksanaan melakukan
L€ gjanatan

Permulaan pelaksanaan tindak pidana meru-
pasan syarat «edua untuk mempidanhkan perco-
baan tinda< pidana. lalam syarat yang kedua
ini naruslan dibedakan antara perbuatan per-
persiapan dengan perbuatan pelaksanaan. Jika
orang baru melakukan perbuatan persiapan saja
maka ia tidak dapat dihukum (Soesilo, 1992;69)
misal, seseorang berniat. akan mencuri sepeda,
ia baru mendexati sepeda itu dan mulai
memegangnya. 'indakan memegang inilah sudah
dipandang sebagai perbuatan persiapan.

Adapun untuk mengetahui suatu perbuatan
dianggap sebagal permulaan pelaksanaan, dalam
hal ini terdapat dua aliran, yaitu aliran
subyextif dan aliran obyektif.

ljenurut aliran subyektif, perbuatan pe-
laksanaan itu adalah perbuatan-perbuatan yang
menunjukkan XKekuatan maksud yang bersangkutan
untius mela<ukan <€ jahatan., Sedangkan menurut
aliran obyextif memberikan perbedaan antara
delik formil dengan delik.meteriil, Adapun
yang dinamakan delik formil adala perbuatan

perbuatan yang sesual dengan apa yang disebut-



kan di dalam undang-undang, seperti percobaan
mencuri dengan jalan membongkar, sebagaimana
terdapat pada pasal 362 ayat 2. Sedangkan

delik meteriil adalah perbuatan yang harus

ada hubungan langsung dengan kejahatan yang
hendak dilakukan. rada delik materiil ini
diharuskan adanya shatu akibat yang dapat
dilihat, seperti didalam kejahatan pembunuhan
yang terdapat dalam pasal 338 KUHP.

Jadi pada tahap yang kedua ini, permulaan
permulaan pelaksanaan sudah dapat dihukum,
relaksanaan kejahatan itu tidak selesai hanya
karena sebab-sebab diluar kehendaknya sendiri

Ini berarti bahwa jikalau orang yang hen-
dak melakukan kejahatan itu membatalkan sen-
diri, maka ia tidak ékan dikenakan hukuman.
Adapun yang menjadi alasan untuk membatalkan
niatnya, biar ia membatalkan niatnya itu kare-
na takut diketahui orang, atau karena menyesal,
bagi undang-undang sama saja. Asal pembatalan

niatnya itu keluar dari keinginannya sendiri.
Ada beberapa kemungkinan yang mendérong

tidak selesainya suatu perbuatan pidana ( Soe-

silo, 1992;71), yaitu ;

l. Alat yang dipakai untuk melakukan tidak sem-

purna sama sekali, misalnya orang akan mem-
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bunuh orang lain dengan memakai racun, ke-
liru dengan gula sehingga orang tersgebut
tidak mati.

2. Alat yang dipakai kurang sempurna, misal-
nya orang yang akan membunuh orang lain
dengan memakai racun yang ternyata kurang
keras, sehingga orang itu tidak mati.

3. Ubyek yang dituju tidak sempurna sama se-
kali, misalnya orang akan mencuri uang ter-
nyata brangkasnya kosong.

4, Obyek yang dituju kurang sempurna, misal-
nya orang akan mebunuh orang lain dengan
racun yang cukup keras, akan tetapi orang
itu mempunyai kekuatan yang luar biasa se-
hingga ia tidak mati.

Dalam hukum pidana positif, tidak sele-
Sainya perbuatan itu ada beberapa tingkatan
(Tresna, 1984;84-85) antara lain, yaitu ;

1. Percobaan yang sempurna, yaitu apabila
perbuatan permulaan pelaksanaan itu sudah
hampir mendekati terlaksananya kejahatan
yang dimaksud, misal; A menembak B, akan
tetapl tembakannya tidak mengenai sasaran.

2. Percobaan tertangguh, yaitu jikalau misal-
nya A bermaksud menembak B, akan tetapi

dikala ia sedang membidik dan belum sempat



melepaskan tembakannya, senapannya direbdt
orang lain,
Percobaan berjenis, yaitu Jjikalau perco-
baan untuk melakukan kejahatan yang dimak-
sudkan tidak berhasil, akan tetapi yang
dilakukan itu menghasilkan kejahatan yang
lain. Misalnya A membacok B dengan maksud
untuk membunuh, akan tetapi maksudnya ti-
dak berhasil, oleh karena mégkipun B itu
mendapat luka-luka parah, tetapi ia tidak
sampai mati.
Percobaan mubadzir, galam hal ini ada dua
sifat, yaitu sifat nisbi dan sifat mutlak.
Percobaan mubadzir baik bersifat nisbi mau-
pun mutlak dapat mengenai alat atau bends
yang ditujunya. Percobaan mubadzir secara
mutlak mengenai alat, misal; Jikalau A
meracun B dengan makanan, tetapi yang sebe-
narnya bukan racun. Sedang percobaan mubaz-
dzir secara nisbi mengenai alat, . misalnya
Jika A mau meracun B, akan tetapi B adalah
orang yang tahan racun.

Adapun percobaan mubadzir secara mut-
lak mengenai benda yang ditujunya, misal-
nya jikalau A membacok B dengan maksud su-

paya B terbunuh, akan tetapi B sudah mati
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duluan, karena mengalami serangan jantung.
Sedangkan percobaan mubadzir secara nisbi
mengenal benda yang ditujunya, misalnya ji-
kalau A mau membunuh B dengan tusukan bbe-
lati, akan tetapi B memakai baju baja..

Menurut ajaran subyektif, orang yang
melakukan perbuatan mubadzir baik yang ber-
sifat mutlak maupun yang berdifat -nbsbi,
dikenakan hukuman, Sedangkan menurut aja-
ran obyektif, orang yang melakukan perbu-
atan mubadzir secara mutlak, tidak dikena-

kan hukuman sama sekali.

4. Hukuman Poging

Hukuman adalah suatu tindakan tidak enak yang
dijatuhkan oleh hakim dengan fonis pada orang yang
telah melanggar undangsundang (Soesilo, 1984;53),
Sedang menurut Sudarto, yang dinamakan hukuman itu
adalah suatu nestapa yang diberikan clehn negara pa-
da Seéseorang yang telah melakukan pelanggaran ter-
hadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasa-
kan sebagai nestapa (Suparni, 1996;11).

Oleh karena hukum itu dijatuhkan oleh pihak
Negara dalam hal ini hakim, maka hukuman yang biasa
diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, atau se-

orang guru kepada muridnya tidaklah dinamakan huku-



man dalam sekup ini.

Adapun dari tujuan hukuman itu adalah untuk
menyadarkan dan upaya perbaikan kembali terhadap
pelaku kejahatan dan pelanggar hukum.agar tidak
mengulangi kembali perbuatan yang telah dilaku-
kan,

Dalam hal percobaan melakukan .. ‘kejahatan,
maka maksimum hukuman pokok yang diancamkan pada
kejahatan itu dikurangi sepertiganya. . -apabila
atas kejahatan itu diancam hukuman mati atau hu-
kuman seumur hidup, maka hukuman yang paling be-
rat ialah limabelas tahun hukuman penjara. Akan
tetapi mengenai hukuman tambahan sama halnya de-
ngan kejahatan yang selesai (Jonkers, 1987;171).

Untuk lebih jelasnya perlu dikemukakan di-
sini pasal 53 ayat 2, 3, dan 4 sebagai pasal
yang menyebutkan ke tentuan hukuman percobaan
melakukan kejahatan yang berbunyi ;

Pasal 53 (2) : Maksimum pidana pokok . terhadap
ke jahatan, dalam hel percobaan di-
kurangi sepertiga.

(3) : Jika kejahatan diancam . pidana
mati atau pidana penjara seumur
hidup, dijatuhkan pidanea pénjara
paling lama limabelas tahun,

(4) : Pidana tambahan . bagi ~ percobaan

adalah sama dengan kejahatan sele-
sai.



tlenyimpang dari apa yang telah diutarakan
mengenai percobaan melakukan kejahatan diatas,
maka menurut undang-undang 1971 No. 3 pércobaan
untuk melaxukan tindak pidana korupsi dijadikan’
delik tersendiri dan diancam dengan hukuman yang
sama dengan ancaman bagi tindak pidana = korupsi
itu sendiri yang telah selesai dilakukan, Permufa-
katan jahat atan percobaan untuk melakukan tindak
pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan
persiapan sudan dapat dihukum penuh sebagai tin-

Gak pidana tersendiri (Soesilo, 1992;72).



BAB 1Iv
KOMPARASI ANTARA JARIMAH GHAIRU TAMMAH MENURUT HU=

KUM ISLAM DAN POGING MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

3
re )

Persamaan

Dari urzian yang lalu mengenai jarimeh ghairu
tapmoh menurut hukum pidana Islam dan poging menu-
rut hukum pidana Indonesia, maka dapat ditarik Dbe-
berapa segi persamaannya antara lain, yaitu;

1. Adanya persamaan bahwa setiap perbuatan jahat
yang belum sempurna, artinya tidak tercapai apa
yang dituju atau dimaksudkan termasuk dalam
kategori pengertian jarimah ghairu tammah dan
poging.

2. Faktor niat yang belum sampai diwujudkan .dengan

suatu perbuatan jahat, baik dalam pidana Islam

maupun calam KUHP tidak dapat dikenai suatu
hukuman,
3, Adanya batasan suatu perbuatan yang dapat ... di-

kenai suatu hukuman pada.jarimah ghairu. tammah
dalam hukum pidana Islam, begitu pula pada po-
ging dalam KUHP,.

4, Dalam jarimah ghairu tammah dan poging sama-
sama dikenakan suatu hukuman selama perbuatan

itu merugikan orang lain,

O~



Antara jerimah ghairu tammah dalam hukum pidana
Islam dan poging dalam hukum pidana Indonesia
sama-sama memberikan ketentuan hukumannya.
Faktor persiapan dalam jarimah ghairu tammah
dan poging sama-sama tidak dapat dikenai hukuman
selama persiapen tersebut belum sampai menimbul-
kan suatu bzhaya,

Faktor tidak selesainya melakukan suatu kejaha-
tan yang timbul dari dorongan dalam diri sendiri
pada jarimah ghairu tammah dan poging tidak
dapat dikenai hukuman,

Adanya syarat-syarat tertentu suatu perbuatan
dapat dikatakan jarimah ghairu tammah, demikian
jugae pada poging.

Adanya pertanggungan Jjawab bagi pelaku jarimah

ghairu tammah maupun poging.

Perbedaan

Adapun segi perbedaan yang dapat ditarik an-

tara lain, yaituj;

1. Dalam hukum pidana Llndonesia, mengenai melakukan

kejahatan terdapat istilah khusus, sedang dalam
hukum pidana Islam tidak demikian,
Unsur-unsur jarimah ghairu tammah dalam hukum

picdana lslam yang dapat diancam suatu hukuman

harus memenuhi tiga tahapan, yaitu;

ol



a. Tahap pemikiran
b. Tahap persiapan
c. Tahap pelaxsanaan

sedangkan pada poging dalam hukum pidana
Indonesia harus memenuhi tiga unsur, yaitu;
a. Adanya niat untuk melakukan kejahatan
b. Adanya permulaan pelaksanaan
c. Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai hanya

karena sebab-sebab diluar kehendaknya sendiri

Pada jarimah ghairu tammah, suatu perbuatan
tersebut dapat dikenakan suatu hukuman jika
telah memenuhi ketiga unsur yang telah disebut-
kan diatas.

Tahap pemikiran dan persiapan pada hukum
pidana Islam belum dianggap sebagail kesalahan
dan jariman, terkecuali apabila persiapan itu

sendiri dipandang sebagal perbuatan maksiat, se-

-hingga dapat dikenai sanksi, Dalam hukum pidana

Islam, tahap pelaksanaanlah yang dapat dianggap
sebagai perbuatan jarimah 'sehingga dapat
dijatuhi hukuman.

Sedang dalam hukum pidana Indonesia, untuk
dapat dipidanannya perbuatan jahat yang belum
selesai harus memenuni tiga unsur yang telah di-
sebutkan diatas, yakni ; adanya niat, adanya per-
mulaan pela<sanaan dan tidak selesainya itu di-

luar kcvhendaknya sendiri.



4.

Dalam hukum pidana Indonesia diatur secara tegas
mengenal hukumannya sebagaimana terdapat dalam
pasal 53 kUHP, sementara dalam hukum pidana Is-
lam tidak demikian.

Dalam hukum pidana lslam bahwa tidak selesainya
jarimah baik karena taubat atau karena diluar
kehendaknya, artinya perbuatan itu tetap harus
dipertanggungjawabkan selama apa . yang telah
dilaksanakannya itu merupakan perbuatan maksiat.
sedang dalam hukum pidana Indonesia bahwa perbu-
atan yang tidak selesai karena diluar kehendak-
nyalah yang dapat dihukum, sedang perbuatan yang
tidak selesai karena kehendaknya sendiri, baik
karena menyesal (taubat) atau takut bila diketa-
hui orang lain, dalam hal ini ia tidak dikenakan
sanksi pidana,

Dalam hukum pidana Islam percobaan melalkukan

tindak pidana itu dapat dikenai sanksi hukum

selama perbuatan itu dipandang sebagail perbuatan
maksiat, sedang dalam hukum pidanz Indonesia
percobaan melakukan kejahatan saja yang dapat
dihukum, sementara percobaan melakukan pelangga-

ran tidak dapat dihukum,
Tegasnya pada jarimah ghairu tammah suatu per-

buatan yang dapat dikenai sanksi hukum lebih lu-
as cakupannya {maksiat) dibandingkan pada poging

dalam hukum pidana Indonesig.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

setelah menguraikan secara ringkas dan
sederhana serta pula menganalisa tehtang percobaan
melakukan kejahatan dan jarimah ghairu tammah,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. a. Suatu perbuatan baru;dianggap sebagai jarimah
ghairu tammah manakala telah terpenuhi tiga
unsur ( tahap pemikiran, tahap persiapan, ta-~
hap pelaksanaan ) tersebut, sebab serang-
kaian perbuatan te;sebut sudah dapat dianggap
sebagal kesalahan dengan adanya pelaksanaan,
seuang perbuatan itu belum selesai‘dikerjakan
dan dipandang sebagai perbuatan meksiat.

“b. Sedang suatu perbuatan baru dianggap sebagai
percobaan melakukan kejahatan (poging) mana-
kala sudah, ada kehendak jahat yang dibuktikan
dengan adanya permulaan pelaksanaan dan pelak
sanaan itu belum selesail hanya karena hal-hal

yang bukan karena kehendaknya sendiri.

2. &, Bahwa persamaan konsep antara jarimah ghairu

tammah dan konsep percobaan melakukan kejaha-



tan (poging) adalah berawal dari adanya suatu
perbuatan yang melawan hukum yang belum sele=-
sai dikerjakan . - T

: harus dipertanggungjawabkan akibat
dari perbuatannya secara hukum,
Perbedaan

Kalzu dilihat dari segi unsurnya, maka
konsep jarimah ghairu tammah memberikan pene-
kanan pada perbuatannya, apakah perbuatan itu
termasuk perbuatan maksiat atau tidak. Sedang
pada percobaan melakukan kejahatan memberikan
penekanan pada penyebab tidak selesainya per-
buatan itu.

Sedangkan kalau dilihat dari segi akibat
hukumnya, maka jarimah ghairu tammah memberi-
kan penekanan pada pqrbuatan yang dipandang
sebagai perbuatan maksiat dalam hukum pidana
Islam harus dijatuhi hukuman ta'zir, Sedang
dalam hukuh pidana Indonesia (KUHP), belum
tentu perbuatan maksiat dalam. hukum pidana
Islam itu dapat dijatuhi hukuman dalam KUHP,
rercobzan melakukan kejahatan dapat dijatuhi
hukuman pidana apabila sudah nampak dengan
pernulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

pelaksanaan itu diluar kehendaknya sendiri.

Adapun hukuman dari pada percobaan adalah



maksimum hukuman pokok pada kejahatan yang
bersangkutan dikurangi dengan sepertiga. Apa-
bila kejahatannya itu dikenakan hukuman mati
mzka terhadap percobaannya maksimum hukuman
menjadi hukuman penjara selama~lamanya " limx

belas tuwnun,

B, Saran-saran

Untuk menghindari dan mencegah meningkatnya
tindak kejahatan yang lebih luas, maka percobaan

melakukan kejahatan dirasa perlu ditindak dengan

ct

egas, karena apabila dalam taraf percobaan saja

)

r
¥

sudzh dapat dijatuhi hukuman, maka seseorang akan

berfikir dua kali sebelum bertindak,., Dengan Dbegitu

o
i
o

an tercipta suatu masyarakat yang aman dan ten-
ram yang terlindungi hak-haknya dan terjamin

t
kehidupannya,
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